
 

TUGAS AKHIR 

 

UPAYA NOTARIS DALAM MENANGGULANGI KENDALA 

PEMENUHAN SYARAT FORMIL OLEH PARA PENGHADAP PADA 

PEMBUATAN AKTA AUTENTIK 

(Studi di Kantor Notaris dan PPAT Isdiyana Kusuma Ayu, S.H.,M.Kn.) 

 

Oleh: 

DIMAS ARIO PUTRO 

201710110311061 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2024



 

i 
 

UPAYA NOTARIS DALAM MENANGGULANGI KENDALA PEMENUHAN 

SYARAT FORMIL OLEH PARA PENGHADAP PADA PEMBUATAN AKTA 

AUTENTIK 

 (Studi di Kantor Notaris dan PPAT Isdiyana Kusuma Ayu, S.H.,M.Kn.) 

 

SKRIPSI 

Untuk Memenuhi Persyaratan 

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum 

Program Studi Ilmu Hukum 

 

 

 

Disusun Oleh: 

DIMAS ARIO PUTRO 

NIM: 201710110311061 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 

2024 



 

ii 
 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

  



 

iii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

 

  



 

iv 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

 

 

  



 

v 
 

MOTTO 

 

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan milik 

mereka yang terus berusaha” 

B. J. Habibie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

vi 
 

ABSTRAKSI 

 

Nama   : Dimas Ario Putro 

NIM   : 201710110311061 

Judul :Upaya Notaris dalam Menanggulangi Kendala 

Pemenuhan Syarat Formil oleh para Penghadap pada 

Pembuatan Akta Autentik (Studi di Kantor Notaris dan 

PPAT Isdiyana Kusuma Ayu, S.H.,M.Kn.) 

Pembimbing  : Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn 

  : Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H 

 

Notaris oleh undang-undang jabatan notaris memiliki  upaya dalam 

menanggulangi pemenuhan syarat formil oleh para penghadap pada pembuatan 

akta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dan kendala yang 

dihadapi oleh Notaris/PPAT terhadap para pihak yang akan membuat akta 

autentik dan kewajiban Notaris/PPAT memberikan solusi atas hal tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan melihat 

permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis. Hasil penelitian 

Pertama, tidak lengkap dokumen para penghadap, pemalsuan dokumen, ketidak 

sesuaian dokumen para pihak dengan dokumen objek yang diperjanjikan. 

Kelengkapan syarat formil pembuatan akta dapat dilihat dalam Pasal 3 Undang-

Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Hambatan keterangan atas 

identitas para pihak yang menghadap diyakini kebenarannya, oleh karena notaris 

hanya mempunyai tanggungjawab formil tidak bertanggungjawab secara materil. 

Kedua, Adapun upaya yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan hukum, 

menjelaskan mengenai perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak, dan 

membacakannya, Pengecekan/verifikasi keaslian dokumen ke instansi terkait, 

Notaris menolak membuat akta autentik. Berdasarkan hasil penelitian dilakukan 

peneliti merekomendasikan notaris dalam menjalankan jabatanya wajib 

memeriksa kelengkapan dokumen begitu penting walaupun menjadi syarat formil, 

dokumen-dokumen tersebut khususnya berkaitan dengan syarat pembuatan akta 

autentik seperti dokumen identitas para penghadap maupun dokumen objek yang 

diperjanjikan dan dalam upaya dan solusi terhadap hambatan para penghadap 

adalah diantaranya Notaris/PPAT dapat betul-betul penyuluhan hukum 

sehubungan dalam pembuatan akta sesuai dengan pasal 15 ayat (2) huruf e, 

melakukan verifikasi dokumen yang dihadirkan, dan  membacakannya 

sebagaimana Pasal 16 ayat (1)  huruf  (m) Undang-Undang Jabatan Notaris. 

 

Kata Kunci: Notaris, Para Penghadap, Dokumen. 
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ABSTRACTION 

 

According to the law, the position of notary has efforts to overcome the fulfillment 

of formal requirements by parties when making a deed. This research aims to 

determine the obstacles and constraints faced by Notaries/PPATs towards parties 

who will make authentic deeds and the obligations of Notaries/PPATs to provide 

solutions to this. The research used is qualitative research with an empirical 

juridical approach by looking at the problems being studied which are closely 

related to juridical factors. The results of the first research, the parties' 

documents were incomplete, documents were falsified, and the parties' documents 

did not match the documents of the object being agreed upon. Complete formal 

requirements for making a deed can be seen in Article 3 of Law no. 2 of 2014 

concerning Notary Positions. The obstacle to information regarding the identity 

of the parties appearing is that it is believed to be true, because the notary only 

has formal responsibility and is not materially responsible. Second, the efforts 

made are to provide legal education, explain the agreement that will be made by 

the parties, and read it out. Check/verify the authenticity of the document with the 

relevant agency. The notary refuses to make an authentic deed. Based on the 

results of the research conducted, the researcher recommends that notaries in 

carrying out their duties must check the completeness of documents which are 

very important even though they are formal requirements, these documents are 

especially related to the requirements for making authentic deeds such as the 

identity documents of the parties or documents of the object being agreed upon 

and in efforts and solutions to obstacles to the parties. Presenters include 

Notaries/PPATs who can properly provide legal advice regarding the preparation 

of deeds in accordance with Article 15 paragraph (2) letter e, verify the 

documents presented, and read them out in accordance with Article 16 paragraph 

(1) letter (m) of the Notary Position Law. 

 

Key Words: Notaries, Apprentices, Documents. 
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